WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAL,

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Riau Nomor
108/1/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Belanja
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016, telah
dialokasikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
Riau kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai;

bahwa agar pelaksanaan alokasi bantuan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Pemerintah Daerah Kota
Dumai dapat berjalan optimal, perlu perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
Keputusan Gubernur Riau Nomor 108/1/2016 Tahun 2016 tentang
Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2016

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Seretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2008 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem
Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28
Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16
Seri E);

20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas,
Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor
1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal I

Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri A), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 175.323.814.333,00
b. Dana Perimbangan Rp. 786.787.287.300,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 192.940.461.620,00

Jumlah Pendapatan Rp.1.155.051.563.253,00



(2) Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Hibah Rp.
3) Belanja Bantuan Sosial Rp.

4) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.

Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota Dan Pemerintah Desa

5) Belanja Tidak Terduga Rp.
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

524.780.782.352,00
3.500.000.000,00
988.000.000,00
2.245.268.000,00

500.000.000,00
531.026.050.352,00

b. Belanja Langsung:

1) Belanja Pegawai Rp. 146.684.230.054,00
2) Belanja Barang Dan Jasa Rp. 278.653.344.376,00
3) Belanja Modal Rp. 209.674.113.683,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 635.011.688.113,00
Jumlah Belanja Rp.1.166.037.738.465,00

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal SA

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Untuk kegiatan dari bantuan keuangan Provinsi Riau yang
belum ada anggaran belanja Konsultan Perencanaan, belum
dapat dilaksanakan sampai adanya anggaran untuk belanja

Konsultan Perencanaan.

(2) Untuk kegiatan yang bersifat akan diserahkan kepada
masyarakat/Pihak Ketiga, maka harus melalui mekanisme
Hibah/Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Lampiran I dan Il angka 1 diubah sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan ini.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto
ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto
SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A



